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Banes  untak meolaksanakan ketentuan Peraluran Menterd

Dalam Neger Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Penpelolaan heuangan Dadan Layanan Umoam Daerah, perly
menctapksn  Peraturan  Pupsti  tentang Pedoman  Telmis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Lmum Draerall Unit
Pelukzans Teknis Dinas Pusat Keschalan Masyaraasl,

Undang-Undang Nemor 13 Taluan 1954 tentang Pembentulaan

Daeruh-daerah BEabupsien dolam Linglkungan Propmst Jawa

Tenzoanh;

Unedupe-Lndang Nomor 17 Tabun 2003 lenlang Leusngan
Megara [Lembaran Negaza  Republik Indonesia Tohiun 20035
Nomor 47, Tambanen Lembaras Negara Republik Todonesia
B <1 250

Undane-Trdang Nomor | Tehade 20845 tenlang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Numor 9, Tambabsan Lemboran Nepars Reoublik Tndonesia
Noror-43a5),

Unilang-Undang Nurooe 15 Tahur 2004 1entang Pemeriksaan
Pengcloloan dan Tanggungawsh Kzaangan Negars (Lembaran
Negara Bepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor B8, Tambahz

Lasnhizran Kegars Kepublik Tndnnesiz Nomor 444000);

L1 Ry



14,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Nepara Rcpublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah lerakhic
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undanpg-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahsn Dacrah (Lembaran Nepars Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 538, Tambaban Lembaran Negara
Republik Tndenesia Nomor 5H7S);

Undang-Undang Nomor 33 Tahuh 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrsh

(Lembaran Negara Republik Indonesin Tabun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indeonesia Nomor 4438),

. Peraturan Pemenntah Noemoer 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum  (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4502) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintab Nomaor 23
Tahun 2003 tentang Pengelolnan Keuangan Badan Layanan
Umum {Lembaran Nepara Republik Indonesia nomor 171
Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3340);

Peraturan Pemeriniah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesis
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Fepublik

Indonesia Nomor 3165);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tehun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daeerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20053 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomaor 4578}

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan  Penerapan Standar Pelayanan Minimal
{Lombaran Negara Republile Indoncesia Tahun 2005 Momor 156,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383];



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laperan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republike Indonesia Nomor 4614);

|2, Perattran Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 61 Tahun
2007  lentang Pedoman Telmis Pengelolaan Keusngan Badan

Layvanan Umum Daerah,

MEMUTHSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG FEDNOMAN  TEENIS

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

BAR I
KETENTUAN UMLIM

Puasal |

Dalam Peraturan Bupali ini vang dimaksud dengan:

5

_\_l

Badan Layanan Umum Dmersh Unic Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas
vang selanjulnya disingkat BLUD UFTD Puskesmas adalah Unit Kerja pada,
Organisasi Perangkal Daerah Dinas Keschatan yang dibentuk untule
memberiltan  pelavanan kepada masyvarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa vang dijual tanpa mengutamskan mencari keuntungan, dan
dalam melakukan kepiatannyas didesarken pada prinsip efisiensi dan
procuktivitas,

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang sclanjuinya disingkat FPR-BLUD
adalah pola penzelolaan keuangan yang memberikan [eksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktck-prakiek bisnis yang schat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kescjahteraan umum  dan  mencerdaskan  kehidupan buangsa, sepeapgal
penpgecualian  dari  ketentuan pengelolasn  keuangan  dacrah  pada
LITIMITINTA,

Fleksibilitas adalah  keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD
UPTD Puskesmas pada batas-batas terlentu vang dapat dikecualikan dar
Eelentuan yang berlaku urmuaitmn.

Peningkalan starus BLUD adalah meningkatnya status unit kerja yang
menerapkan PPK-BLUD bertahap menjadi unit kerja yang meneraplkun
PPE-BLUD} penuh.

. Penurunan status BLUD adalah menuruooya status unil kerja vang

menerapkan PPE-BLUD penuh menjadi unil kerja yang menerapkan PPR-
BLUD bertahap.

Pencabutan status BLUD adalah kembalinve status unit kerja yang
menerapkan PPK.BLUD penuh atay PPK-BLUD bertshap menjadi unit
kerja biasa. :

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerapkan PPE-BLLUD sclamjuinya
disebut BLUD UPTD adalah Unit Kerja Perangkat Dacrah di linglungan
pemerintah dacrah vang menerapkan PPE- BELUL.
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Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas adalah pimpinan BLUD UPTD
Puskesmas yang bertangeung jawab (ethadap kinerja operasional BLUD
vang terditi atas pemimpin, pejabat keusnpan dan pejabat teknis yang
schutannyva disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD
UPTD Puskesmas yang bersangkulan.

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan
BLUD UPTD Puskesmas vahg menamhbah ekuitas dana lancar dalam
periode anggaran bersangkutan vang Lidak perhu dibavar kembali,

Biaya adalah semua pengeluaran dard rekening kas vang mengurang
ckuilas dana lancar dalam perinde tahun anggaran bersangkutan yvang
tidale akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD,

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ckuitas dana lancar
untuk memperolch barang dan/atau jasa untuk keperluan operasionsl
BLUD.

Investasi adalsh pengpunssn asel untuk memperoleh manfaat ekonomis
vang dapat rnenipgknﬂmn kemampuan BLUD UPTD Puskesmas dalam
rangka pelayvanan kepada masyarakart

Basis alkrual adalah basis askuntansi yang mengakui pengarih transaksi
dan peristiwa lainnva pada saat transaksi dan penstiwa itu terjad, lanpa
memperhatikan saal kas alau setara kas diterima atau dibayar.

Relening Kas BLUD UPTD Puskesmas adalah  rekening  tempat
penyimpanan uang BLUD UPTD Puskesmas yang dibuka oleh pemimpin
BLUD UPTD Puskesmas pada bank umum untuk menampung seluruah
penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD,

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan vang
merapakan gabungan kescluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingea lersaji sebagal satu entitas pelaporan.

Rencana Bisnis dan Angesran BLUD, vang selanjutnya disinglkar RBA
BLUD adalah dolumen perencanaan bisnis dan penganpsran labiinan
vang berisi propram, kepiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPTD
Puskesmas. :

Dokumen Pelaksanaan  Anggaran BLUD  UPTD  Puskesmas  yvang
selanjutnya disingkat DPA-BLUD UPTD Puskesmas adalah dokumen yang

memual pendapatan dan Biaya, proycksi arus kas, jumlah dan loalitas
barang dan/atau jasa vang aken dihasilkan dan digunakan schbagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh BLUT.

Rencana Strategis Bisnis BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya
disingleat Rensira Bisnis BLUD UPTD Puskesmas adalah dokumen lima
tahunan wang memuat visi, misl, program strategis, pengulouran
poncapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD,

Srandard Pelayanan Minimeal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur
layanan minimal yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas kepada
masyarakat.

Pruktek bisnis yvang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
herdasarkan kaidah-kaidah manajemen wyang baik dalam  rangka
permberian lavanan yang bermulu dan berkesinambungan.

Satuan pengawsas internal adalah perangkat ELUD UPTD Puskesmas yang
bertugas melakukan pengawasan dan penpgendalian internal dalam rangka
membanty pimpinan BLUD UPTD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja
polayanan, keuangan dan  pengaruh  lingkungan  sosial  seldtarnya
fsocialresponsibility) dalam menyelenggarakan bisnis schal.

Dewan Penpgawas BLUD, vanp selanjulnya disebutr Dewan Pengawas adalah
organ yang bertigas melalukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.



23.

24,

25.

Milai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasions] yang dilenma,
oleh BLUD UFTD Puskesmas vang berasal dari barang dan/atan jasa
layanan wang diberiksn kepada masvarakat, hasil kepga BLUD UPTD
Puskesmas dengan pihak lain dan/ateu hasil usaha lainnya.,

Milal azset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD UPTD
Puskesmas pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian
dari asel pemerintah daerah vang tidak terpisahkan.

Tarif adalah imbalan atas barang danfalau jasa vang diberikan oleh BLUD
UPTD Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dan investasi dana,
dapat bertujusan untuk menulup seluruh atan sebagian dari Biava per unit
laxanan.

BAB Il
ASAS DAN TUJLUAN

Baglan Kesatu
Asas

Pasal *

(1) BLUD UPTD Puskesmas beroperasi sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan untuk tujusn pemberian layanan umum secara lebih efeloif dan
ehsien sejalan dengan praktek bisnizs yang schat, yang pengelolaannya
dilaloukan berdasarkan kewenangan vang didelegasikan oleh bupati.

[2) BLUD UPTD Puskesmas merupakan bagian dar perangksat pemeriniah
daersh yvang dibentuk untuk membantu pencepaian tujuan pemerintah
daerah, dengan status hulum tidak terpisah dar pemerintah daerah.

[3) Bupati bertangeunigiawab atas pelaksanaan kebijakan penyeclengearaan
pelayanan umum vang didelepasilan kepada BLUD UPTD Puskesmas
terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan,

(4] Pojabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan pemberian layanan wmum vang didelegasikan oleh
bupal.

(5] Dalam  pelaksanaan  kegiatan, BLUD  UPTD  Puskesmas harus
menputamakean efeleivitas dan cfisiensi serla kuallas pelavanan umum
kepada masyarakat tanpa mengutamalkan pencanan keuntungan,

{6} Rencana kerja dan anggaran serta laporan kevangan dan kinerja BLUL
UPTD Puskeasmas disusun dan disajikan scbagai bagian vang tidek
terpisahlan dan rencana keeja dan enggaran serta laporan keuangan dan
kinerjia pemerintah daerah,

(7} Dalam menvelenggarakan dan meningkatkan lavanan kepada masyarakat,
BLUD UPTD Puskcsmas diberikan fleksihilitas  dalam  pengelolaan
lcuangannya.

Bagan Kedua
Tujuan

Pasal 3

PPK-BELUD UPTD Puskesmas berbgjuan menmgkatkan kualitas pelayanan
kepada masyvarakat untuk mewyjudkan penvelenggaraan {tupas-lugas
pemerintah dan/atan pemerintah daerah dalsm memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan hangsa.



BAB 11
PERSYARATAN DAN PENETAPAN PPE- BLUD

Bagian Kesatu
Fersvaratan

Pasal 4

Penerapan PPR-BLUD pada UPTD Puskesmas, harus memenuhi persvaratan
substantif, teknis, dan admimastratd,

Pasal 5

(1} Persyaralan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenubi
apabila tugas dan fungsi Unit Kerja bersifat  operasional  dalam
menyvelenggarakan pelayanan umum yvang menghaszilkan semi barang/jasa
publik {guasipublic goods).

(21 Felavanan umum schagaimans dimaksud pada ayat (1), berhubungan
dengan:

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatksn
kualilas dan kuantitas pelayanan masyarakat;

b, pengelolaan  wilayah/kawasan tertenta untuk  fujuan meningkatkan
perekononian masyarakat atau layvanan umuam; dan/atau

. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan chonomi
dan/atay pelavanan kepada masyvarakat.

Pasal &

[1} Penvediaan barang dan /ataw jasa layanan umum, sebagaimana dimaksud
dalarmn Pasal 5 avat {2) huruf a. dintamakan untuk pelavanan kesehatan.

|2} Penyediaan barang danfatavu jasa layanan umum sebagaimana dimaksud
pada avat (1), fidak herlaky bag pelavanan umum vang hanva merupakan
kewenangan pemerintah  daerah  karena  kewgjibannva  herdasarkan
perafuran perundang-undangan.

Pasal 7
ngﬁlulaan wilayah /kawasan terteniu sehagaimana dimaksud dalam Pesal 5

avat [2] huruf b, antara lain kawasan pengembangan pelayanan kesehatan
ierpadu.

Pasal 8

Pengelolaan dana khusus sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 5 ayal (2} hurof
, antara laimn:

a, dana bergulit untuk usaha mikra, kecil dan menengah; dan

b. dana perumahan.

Pazal o

Pergyararan tekms sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terpenuahi apabila:

a. kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya lavak dikelola dan
ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD UPTD Puskesmas  atas
rekomendasi sekretaris daerah untuk OPD atau kepala OPD untulk Uhat
Kega;dan

b. kinerja keuangan Unit Kerja vang sehat.



Pasal 10

(1] Kriteria lavak dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a,
antara lain;
a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyvelenggaraan  pelavanan
gecara elekiil, efisien, dan produktif dan
b. memiliki spesifikasi teknis vang terkait langsung dengan layanan umum
kepada masvarakat.

[2] Kriterfa kinerja keuangan vang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf b, ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan
yang cenderung meningkat dan elisien dalam membiayai pengeluaran.

v

Fazal 11

Persyaratan administratif schapgaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi,
apabila Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen vang meliput:

a sural pemnyataan kesanggupan untuk meningkatkan lkanerja pelayanan,
keuangan, dan manfaat bagl masyarakat:

pola tata kelola;

rencana sirategis bisnis;

standar pelayanan mantval;

laporan keuangan pokok atau prognoss/ proveksi laporan keuangan; dan
laporan audit terakhir atay pernvatasn bersedia untuk diaudit secars
indeperden.

mpoRs T

Pasal 12

(1} Buratl pernyvataan kesanggupan untuk meningleatkan kinerja schagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a. untuk BLUD UPTD Puskesmas dibuat
oleh kepala Unit Kerja dan diketahui olch kepala OPD,

{2} Format sural pernvataan kesanggupan untuk meningkatkan Kinera,
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturai: Bupati ini,

Pasal 13

Pola tara kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huraf b, merupakan
peraturan internal Unil Kerja vang akan meneraplkan PPE-BLUL,

Pagal 14

1) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Fasal 11 huruf ¢,
merupakan rencana strategis lima tahunan yang mencakap, antara lam
‘pernvataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja,
rencana pencapaian lima tahunan dan proyveksi keuangan hima tabunan
dari Unit Kerja.

(2] Rencana pencapaian lima tahunan schagaiunana dimaksud pada ayat (1),
merupsakan gambaran program lima tahunan, pembilayvaan lima tahunan,
penangeung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.

Pasal 15

Standar pelavanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bural d,
memuat batasan minimal mengenal jenis dan mutu layanan dasar yang
harus dipenuhi oleh Unit Kerja.



Pasal 16

[1) Laporan keuang.aﬁ pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e,
terdini dari:
a. laporan realisasi anggaran,
b, neraca; dan
0. catatan atas laporan kevangan.

(2) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimalesud pada ayal (1), melalai
sistem akunlansi vang berlak pada pemerintah daerah.

(3] Prognosa/ proyeksl lsporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 hurul e, terdin dati:
a. prognosa/ proyeksi laporan operasionalidan
b, prognosaproveksi neraca. o

[4) Prognosa ! provelksi laporan keuangsn sebagaimana dimaksuad pada ayar (3),
diperuntukkan hagi Unit Kerja yvang baru dibentuk, dengan berpedoman
pada standar akuntansi vang diterbitkan oleh asasiasi profesi akuntansi
Indonesia.

Pasal 17

(1] Luporan audic terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huraf f,
merupakan laporan audil atas laporan kewangan tahun terakhir oleh
auditor eksternal, scbelum Unit Kena diusulkan untuk menerapkan PPK-
BLLID,

(2) Dalam hal sudit terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum
tersedia, kepala Unit Kera wvang akan mencrapkan PPE-BLUD UFTD
Puskesmas diwajibkan membuat surat pernvataan bersedia untuk diaudil
secara independen.,

(3) Untuk BLUD UPTD Puskesmas, surat pernyataan sebagaimans dimaksud
pada avat (2], dibuat olch kepals Unit Eerja dan diketahui oleh kepala
QFD.,

(4] Format surat peorovataan bersedis untuk disudit secara independen
gebagaimana dimaksud pada avat (2), tercantum dalam Lampiran 11 vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) Unit Kerja wyang akan menerapkan PPR-BLUD UPTD Puskesmas
mengajukan permohonan kepada bupali melahai kepala OFPD, dengan
dilampin dokumen persyaratan administratif sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 11,

(2} Format suarat permohonan untuk menerapkan PPR-BLUD, tercantum
dalam Lampiran [II ¥ang merupakan bagian tidak lerpisahkan dan
Peraniran Bupati ini.

Bagman Kedua
Tim Penilai

Pasal 19
(1) Bupati membentuk Um penilai untuk meneliti dan memla usulan
penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencaburan status PPR-BLUD.
(2] Tim penilai sebagaimana dimalksud pada ayat (1), beranggotakan paling
sedikit terdin dar:
&, Sekretaris daerah sebapai ketus meranpgkap angoota;
b. PPKD sebagai sekretaris merangkap angpots,



¢, Kepala OPD yang mempunysl tugas dan [ungsi melaksanakan
penyvusinan dan pelaksanaan kebijakan deerah di hidang perencanaan
pembangunan dasrah scbagai anggota;

d. Kepala OPD vang mempunyal tugas dan fungsi melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan urasan pemerintahan di daerah sebagal anggota;
dan

e, Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperhulan schaga
ATIEEOLE,

{2} Tirn penilai scbagaimana dimaksud pada eyat (1), ditelapkan oleh bupali.

Pasal 20

{1} Tim penilss sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat [1], bertugas
menelitt dan menilal usulan penefapan, peningkalan, penurunan, dan
pencabutan status PPR-BLUL.

(2] Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat {1).
disampaikan kepada buopati sebagai bahan perimbangan  penelapan
pencrapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan stalus PPE-BELUD
UPTD Puskesrnas.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 21

(1) Penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabulan status PPE-BLLD
UPTD Puskesmas ditetapkan dengan kepurisan bupati berdasarkan hasil
penilaian schagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

(2} Keputusan bupati sebageimana dimaksud pada ayat {11, disampaikan
kepada pimpinan DPRD.

(3] Periyampaian keputusan bupali sebagaimana dimaksud puada avat i2],
paling lama 1 (satu] bulan setelah tanggal penetapan,

Pasal 22

(1) Penctapan persetujuan/penclakan penerapan atau peningkatan, status
PPK-BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayal
(1), paling lambal 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima bupali secara
lengkap.

(2] Apabila dalam waktu 3 (tga) buian sebagaimana dimaksud pada avat (1),
hupati tidak menetapkan keputusan, usulan dianggap disetujui.

(3] Dalam hal balas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui sebagaimana dimaksid
pada ayal [2), paling lambat 1 (satu) bulan scjak batas waktu 3 (liga) bulan
lerlampawi, bupati menetapkan  Unit Kerja unluk penerapdan atau
peningkatan status PPR-BLUD.

Pasal 23

Penetapan perseiujuan penerdpan PPK-ELUD U PTLD Puskesmes schagsaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat {1] dan ayat {3), dapat berupa pemberian
sratus BLUD UPTD Puskesmes penuh atau status BLUD UPTD Puskesmas

berlahap. g
asal

Stalus BLUD UPTD Puskesmas penuh diberikan apabila seluruh persyaratan
sebagsimans dimaksud dalam  Pasal 4, lelah  dipenubi dan dinilai

memiaskan.



Pasal 23

{:’El:lDaiam hal persyaratan  substantif dan  teknis  terpenuhi, hamutb
persvaratan admunistrabl dinilan belum terpenuln sccara memuaskan,
diberikan starus BLUD UPTD Puskezmas bertahap.

(2 Persyaratan administralil dinilai belum lerpenuhi secara memuaskan
sebagaimeana dimaksud pada ayat (1), jika deokumen persyaratan
administralil belum sesuai dengan yang dipersyaratkan,

Pasal 26

Slalus BLUD UPTD Puskesmas bertahap sebagaimana dimaksud dalam Paszal

a3 dapat ditingkatkan menjadi status BLUD UPTD Puskesmas penuh atas

usul pemimpin BLUD UPTD Puskesmas kepada bupali sesual dengan
mekanisme penetapan BLUD UPTD Puskesmias scbapaimana  dimalesud

dalam Paszal 15,

Pasal 27

(1} Sratus BLUD UPTD Puskesmas berlahap diberiken fleksibilitas pada
batas-batas tertenty berkaitan dengan jumlah dana vang dapal dikelola
langsung, penpgelolasn barang, pengelolaan piutang, serta perumusan
standar, kebijakan, sistemn, dan proscdur pengelolaan keuangan,

{3) Btarus BLUD UPTD Puskesmas bertahap tidak diberikan fleksibilitas
dalam hal pengelolaan investasy, pengelolaan utang, dan pengadaan
barang ddan/alaa jasa,

|3} Batas-batas tertentu leksibilitas vang diberikan sebagaimana dimalksud
pada avat {1] dan fleksibilitas vang tidak dibernkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2], diletapkan bersamaan dengan penctapan status ELUD.

Pasal 28

(1] Sekretaris  daersh  atau  kepala  (OPD  dapat menpusulkan
penurunan/ pencabutan status BLUD UPTD Puskesmas kepada bupati

sesual dengan kewenangannya,

(2] Bupati menwunkanmencabul  starus BLUD  UPTD Puskesmas
sebapaimana dimaksud pada avat (1), denpan mempertimbangkan hasil
penilaian dari tim penilal,

[3) Bupali membuat penetapan penurunanpencabulan paling lama 3 (tiga)
bulan sejak usulan sebapaimana dimaksud pada avat (1) diterima,

(4] Apabila dalam jangka walktu 3 [lga) bulan sejak usulan diterima
schagaimana  dimaksud  pada ayat (3] terlampaul,  usulan
penarunan/ pencabulan dianggap ditlak.

Fasal 29

Penerapan PPE-BLUD UPTD Puskesmas berakhir apabila:
a. dicabut oleh  kepala daerah atas usulan  sekrelaris daersh  ataun
kepala OPD schagaimana dimaksud dalam Pasal 28 avat (1); atau

b. berubah statusnva menjadi badan hukum dengan kekayaan dacrah vang
dipisalikan

Pasal 30

Penerapan  PPK-BLUD} UPTD Puskesmas vang pernah  dicabul, dapat
dinsulkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4.



BAB IV
TATA KELOLA

Bagian Kesaru
Prinsip Tata Kkelola

Pagal 31

(1)BLUD UPTD Puskesmas beroperasi berdasarkan pola tata kelola atan
peraturan internal, vang memuat antara lain;
8. struktur organisasiy;
k. prosedur kerja;
g, pengelompokan Dongsi vang logis; dan
d. pengelolaan summber daya mamasia,

(3} Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip

antara lain;

d4. [FANSpAETans;

b. akuntabilitas; |

c. responsibilitas; dan
d

. Independensi.
Pasal 32

(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1] hunaf
a4, menpeambarkan posisi jabatan, pembagian  tagas,  fungsi,
tanggungjawab, dan wewenang dalam organisasi, scbhagmimana  lelah
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keschatan nomor 73 Tahun 2014
tentang Pusal Kesehatan Masyarakat,

[2] Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 avat (1) hurul b,
mengeambarkan hubungan dan mekanisme ketja antar posisi jabatan dan
fungsi dalam organisasi.

(3] Pengclompokan fungsi vang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) huraf ¢, mengpambarksn pembagian vang jelas dan rasional
anlara Mungs pelavanan dan fungsi pendukung vang sesual dengan prinsip
pengendsalian intermn dalam rangka elektifitas pencapaian erganisasi.

4 Pengelolaan sumber dayva manusia sebagaimana dimuaksud dalam Pasal 31
avat (1) hurul d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas
mengenal sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara
kuantitatif dan kualitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tajuan
organisas secarn efisien, efektif, dan produlktif.

Pasal 33
(1) Transpardansi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a,
merupakan asas keterbuksasn yang dibsangun alas dasar kebebasan arus
informasi agar  informas! secara langsung dapat ditenma bag  yang
membutuhkan,

(2] Akuritabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) haeaf b,
merupakan kejelasan fungsi, strukiur, slstem vang dipercayakan pada
BLUD UPTD Puskesmas HEAT pengelolaannya dapat
dipertangpungjawabkan.

[3] Responsibilitas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c,
merupakan kesesuaian atan kepatuhan di dalam pengelolaan crganisasi
terhadap prinsip bisnis vang sehat serta perundang-undangan.



(4] Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huraf 4,
merupakan kemandirian pengelolaan orpanisasi secara profesional tenpa
benluran kepentingan dan penparah atau tekansan dan pihak manapun
vang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip
bisnis yang schat.

Ragiah Kedua
Pojabat Pengelols

Fasal @4

Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
a. pemimpin;
b. pejabal keuangan; dan
¢. pejabat tekonis.

MPasal 33

(1] Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 34
ayal (1) adalah Kepala UPTD Puskesmas yang selanjutnya  disebut
Fimpinan Puskesmas, vang mempunyal fungsi sebagai
penangmungiawab  wmum  operasional dan  keuangan BLUD UPTD
Puskesmas serta selaku Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/ Pejabat
Penpguna Barang,

(2] Pejabat keuangan sebapaimana dimuaksud pada pasal 34 ayat (1) adalah
Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berfungsi sebagal Penanggungjawal
Keuangan BLUD UPTD Puskesmas, vang dalam menjalankan tugasnya
dibariiu  oleh  pejabat penatausahaan keuangan, pejabat  pembantu
pengurus barang, pejabat perencanaan, pencatat pembukuan, Bendahars
Penerimnaan dan Bendaharan Pengeluaran,

(3] Pojabat teknis sebagaimena dimaksud pada pasal 34 ayal (1) adalah
sebagai berikut:

a Penangpungjawab  UKM  csensial  dan keperawatan  kesehatan
masyarakal;

b, Penanggungjawab UKM Pengembangan,

c. Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium; dan

. Penangoungiawab jaringan pelavenan Puskesmas dan jojanng [asilitas
pelayanan kesehatan

Pasal 36
(1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas, Pejabat Keuangan dan Bendahara
diangkat dan diberhentikan oleh Bupari.
(2] Pemimpin BLUD- UPTD Puskesmas bertangeungjawab kepada Bupati
melalui Kepala Dinas Kesehalan.
(3] Pojabal keuangan dan pejabat teknis BLUD UPTD Puskesmas bertanggung
jawab kepada pemimpin BLUD.

Pasal 27
(1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
avat (1) huruf a, mempunyal (ugas dan kewajiban:
a. memimpin, mengarahlan, rmembing, IMengawias,
mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
b. menyusun renstra bisnis BLUD,



o, menyiapkan RBA;

d. mengusulkan calon pejabat pengelola keousngan dan pejabatb lekoos
kepada bupall sesuai Ketentuan;

g. menetapkan pejabat lainnya sesusi kebutuhan BLUD UPTD Puskesinasy
gelain pejabatl yvang elah diretapkan dengan peraturan perundangan-
undangan; dan

f. menvampaikan dan mempertanggungjawablean kinerja opcrasional serta
leeviangan BLUD UPTD Puskesmas kepada bupari.

[2) Pemimpin BLUD UPTD FPuskesmas dalam melaksanakan lugss dan
kewajiban scbagaimana dimaksud pada ayar (1), mempunyai fungsi sebagai
penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUT,

Paszal 38

(1) Pejabat keuangsn BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimasud dalam
Pasal 24 avat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewsjiban,

mengkoordinasikan penyusunan RBA;

menyiapkan DPA-BLUD;

melakukan pengelolaan pendapatan dan Biaya;

menyelengegarakan pengelolaan kas;

melakukan pengelolaan utang-piutang,;

menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasy;

menyelenggaralkan sistim informasi mangjemen keuangan; dan

. menyelenpearakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

(2] Pejabat keuangan BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyal fangsi sebagal
penangeungjawab keuangan BLUD,

4]

S

Pasal 39

i1} Pejabat teknis BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 ayat (1) hural ©, mempunyal tugas dan kewsjlban:

a. memnyvuasun perencanaan kegiatan telmis di bidangnya;

b. melaksanakan kepiatan teknis sesuai RBA; dan

o, mempettanggungiawablian kinerja operasional di bidangnya,

{2) Pejabat tcknis BLUD UPTD Puskesmas dalam mclaksanakan tugas dan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi scbhagai
penangeungiawah teknis di bidang masing-masing,

(3) Tangsung jawab pejabat tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2,
berkaitan dengan muty, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas
sumber dayva manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 40

(1} Pejubal pengelola dan pegawsai BLUD UFTD Puskesmas dapat berasal dar
pegawal negeri sipil (PNS) danfatau non PNS yang profesional sesusm
tdengan kebutuhan.

{2) Pejabat pengelola dan pegawal BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari
non PNS sehagaimana dimaksud pada avat (1), dapat dlpskerjakan sccara
tetap atau berdasarkan kontrak.

(3] Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD
UPTD Puskesmas yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,



(1) Pengangkartan dan pemberhentian pegawal BLUD UPTD Puskesmas ysng
berasal darnn non PNS dilabukan berdasarkan pada prinsip efisiensi,
eknnomis dan produletif dalam meningkatkan pelayanan,

Pasal 41

(1} Pemimpin BLUD-QPD merupakan pejabat pengguna angparan/barang
daerah,

|2] Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas merupakan pejabat kuasa pengguna
anggaran/barang dasrah pada OPD induknya.

{23) Dalam hal pemimpin BELUD-OPD sebagmmans dimaksud pada ayac (1)
berasal darl non PNBS, pejabat kenangan BLUD UPID Puskesmas wajib
berasal dan PNS vang merupakan pejabat pengguna anggaran/harang
daerah. ‘ '

(4] Dalam hal pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1], berasal dan non PNS, pejabat keuangan BLUD UPTD Puskesmas
wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna
anggaran/ harang daerah pada OPD induknya,

Pasal 42
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawal BLUD UPTD
Puskesmas vang berasal dari non FNS, diatur lebih lanjur dengan keputusan
bupati,

BAR WV
DEWAN PENGAWAS DAN SATUAN PENGAWAS INTERENAL

Pasal 43

(1] BLUD UPTLD Puskesmas vang memilikl reahsast nilal omsel lahunan
menurut laperan operasional atan nilal aset menurit neraca  yvang
memenuhi svarat minimal sebesar Rp, 15.000,000.000.- (lima belas milvar
rupiah), dapat membentuk dewan pengawas.

(2] Jumlah anggota dewen pengawas sebagaimana dimaksud pada avat (1},
ditetapkan secbanyalk 3 ([tgs] orang atau 5 [hma) orang dan scorang di
anlare anggota  dewan pengawas ditetapkan sebagal ketua dewan
PUIERWHS, :

{3) Bvarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anpgota
dewan pengawas sebagaimana dimaksod pada  ayar [2), mengikut
peraturan yang ditetapkan oleh Menten KEousnpgan '

(4) Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan bupati atas usulan
permnmpin BLUD.

(5) Batuan pengawas mtemal dibeniuk dengan kepulusan Kepala Dinas
Kesehatan atas usulan pemimpin BLUD.

Pasal 44

(L) Dewan pengawas atay satuan pengewas internal bertuges melalakan
petnbinaan dan pengawasan tethadap pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas
vang dilakukari oleh pejabat pengelola sesuai dengan Ketenfuan peraturan
perandang-undangan.

(2} Dewan pengawas berkewajiban:

a. membernkan pendapal dan saran kepada bupati mengenal RBA yang
diasulkan oleh pejabat pengelola;

b. mengikutt perkembangan  kegistan BLUD UPTD Puskesmas dan
membeniksn pendapat serta saran kepada bupati mengensi scehap



masalah vang diangsap penting bagl pengelolaan BLUD,

c. melaporkan kepada bupati tentang kinerja BLUD;

d. memberikan nasehat kepada peojabat pengelola dalam melaksanakan
pengelolann BLUD,

¢, melskukan evaluasi dan penilaian kinena baik keuangan maupun non
keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk
ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUTY dan

[, memonitor tindak lanjut hasl evaluas: dan penil:;ian knerga.,

|3) Dewan pengawas melaporkan  pelaksanaan  tugasnya  sebagaimana
dimaksad pada avat (1), kepada bupati secara berkala paling sedikit 1
[satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan,

Pasal 45 i

1] Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
a. pejabat OPDhyang berkailan denpan kepiatan BLUD,
br. pejabac di lingloungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
¢, tenapga ahli vang sesuai dengan kegiatan BLUD,

|2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan
pengangkatan pejabat pengelola BLUD,
{3} Enteria vang dapat diusulkan menjadi dewan pengsovas, yailil:

a. memiliki dedikesi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan
dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan lugasnya,

b, mampa melaksanakan perbuatan hulkum dan tidak pernah dinyatakan
pailit atau Lidak pernah menjadi anggots direksi atau komisaris, atau
dewan pengawas yang dinyatskan bersalah schingga menyebablkan
suatiy badan usaha pailit ateu orang yang ifidak pernah melaloukan
tindak pidana vang merugikan daerabh; dan

¢, mempuanyal kompetenst dalam bidang manajemen keuangan, sumber
dava manusla dan mempunyal komftmen terhadap peningkatan
kualitas pelayanan publik

Pazal 46

(1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama o (lima] tshun,
dan dapatl diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

{2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebeluom waktunya oleh
hupati.

{3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya scbhagaimana
dimaksud pada ayat (2], apala:
a, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

tidak melaksanakan kelentuan perundang-undangan;

lerlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD,; atau

dipidana perjara karena dipersalahkan melalukan tindal pidana

dan/atau kesalahan wvang berkaitan dengan tugasnva melaksanakan

pengawasan alas BLUD,

e o

.

Pasal 47

i1) Bupal dapat menganglkat sekretaris dewan pengawas unluk mendukung
kelancaran tugas dewanh pengawas,

{2) Sekretaris dewan pengswas scbagaimans dimaksud pada ayatr (1), bukan
merupakan anggota dewan pengawas.



(3] Dalam hal pendapatan BLUD UPTR Puskesmas, realisasi niladl omsct
tshunan menurut laporan eperasional ateu nilai aset menurit neraca
belum dapat memenuhi syarat minimal scbesar B 15.000.000.000,- (lima
belas milvar rupiah], muka dewsn pengawas dapat digantkan dengan
Sahian Peongawas I[nlernal (SPI) vang dibentuk denpan kepulusan Kepala
Dinas Kesehatan,

(4] Jumlah anggota SPI schagaimana dimalesud pada ayal (1), ditelapkan
schanvak 3 (Hige) orang dan scorang di antara anggota SFl diretapksan
sebagai ketua SPL

[5) Anggota SPI dapat terdiri dari unsar-unsur,
d. pejabar OPD yang berkaitan dengarrkegiatan BLUL;
e, pegawal BLUD UPTD Puskesmas. :

Pasal 28

Segala Biaya yang diperlukan delam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan
selretaris dewan pengawas atau 3P dibebankan pada BLUD UFPTD
Piakesmas dan dimuat dalam EBA.

BAB VI
BTATUS KELEMBAGAAN

Pazal 44

(2) Dalam hal OPD atau Unit Kera yang menerapkan PPK-BLUD UFTD
Puskesmas merubah status kelembagaanitya, berpedoman pada ketenfuan
peraluran perundang-undangan.

(3} Perubahan status kelembagaan scbagaimany dimaksud pada ayat (1},
dapal berupal
a. perubahan satuan kerja struktural menjadi non  strukoural  atau
sebaliknye; dan
b. perubahan organisasi, antare lain: penyompurnasn  LUgas, fangsi,
struktur organisasi dan tata kerja.

BAB VII
REMUNERASI

Pasal S0
[1) Pejabal pengelela BLUD, dewan pengawas, sekretans dewan pengawas atau
galuan pengawas infternal dan pegawal BLUD UPTD Puskcsmas dapat
diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawah dan luntutan

profesionalisme yang diperhukan,

{2) Remunerasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan
kerja yang dapat Derupa gaji, tunjangan telap, honorariam, ihsentif, jasa

polayanan, bonus atas prestasi, pesangni, dun/etan pensiun.

(3} Rermnunerasi bagi dewan pengawas dan selretaris dewsan poengawas atall
satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
dalam bentuk honorarivm.

(4} Remunerasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unwak BLUD UPTD
Puskesmas ditctapkan olsh bupali berdasarkan usulan pemimpin BLUL
UPTD Puskesmas melahii Kepala Dinas Keschalan



Pasal al

(1} Penetapan remunerasi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-fakoor
vang berdasarkan:

el

b.
£
d.

uluran {size) dan jumlah aset vang dikelola BLUD, tingkat pelayanan
serta produktivitas:

pertimbangan persamasnnya dengan industrl pelavanan sejenis;
kemampuan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas bersangkutan, dan
kinerja operasional BLUD UPTD Puskesmas yang ditetapkan oleh bupati
dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelavanan,
miliu dan manlaal bam masvarakal,

(2] Remunerasi pejabat keuangan dan pejabar teknis ditetapkan paling banvak
sebesar 90% [sembilan puluh persen) darn remnunerasi pemimpin BLUD,

Pasal 532

Honorarium dewan pengawas atay satuasn pengawas internal  ditetapkan

gebapal berikul,

a. honorarium ketua dewan pengewas atau satuan pengawas internal paling
banvak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD,

b. honorarium anggota dewan pengawas atau satuan pengawas internal paling
banvak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD;
dan

¢. honorarium sekretaris dewan pengawes paling banvak sebesar 153% (lima
belas persen) dan gaji pemimpin BLUD,

Pasal 53

(1} Femuneras: bag pejabal pengelola dan pegawal BLUD UPTD Puskesmas
zsebazaimana dimasud dalam Passal 50 ayat (2], dapat dihitung berdasarkan
indikator penilaian:

&,
k.
i
d.

=

5

pengalaman dan masa kena (basic dex)-,

ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaln fcompetency index)!
resiko kerja frisk index);

tingkat kegawatdaruratsn femergency index);

jabaran vang disandang {pestion tindex): dan

hasil/capalan kinena {performarice wmdex),

[2] Bagl pejabat pengelola dan pegawa BLUD UPTD Puskesmas vang berstalus
PNS, paji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan  perundangan-
undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan
penghasilan sesual remunecrasi yang ditctapkan oleh bupabl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 avat [4) etau Pasal B0 ayat (3,

Fasal 54

(1) Pejabat pengelola, dewan pengowas dan sekretans dewsn pengawas atau
satuan penpawas internal vang diberhentikan sementara dari Jabatannya
memperoleh  penghasilan sebesar 50%  (lima pulubh persen)  dari
rerminerasi/honorariim bulan  terakhir yang berlaku  sejak  tanggal
diberhentikan sampai denpan ditetapkannya kepurusan definitif tentang
jabatan yang bersangkutan,

(2) Bagl pejabal pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dad
Jabatannva scbapgaimana dimaksud pada  ayal (1), memperoleh
penghasilan sebesar 50% [lima puluh persen) dan remuneras: bulan
teralthir di BLUD UPTD} Puskesmas sejak tanggal diberhentikan atau
sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat Lerakhir.



BAB VIII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pagzal 55

(1) Untuk menjamin ketersediaan, kelerangkauan dan lkualitas pelayanan
umum yang diberikan oleh BLUD, bupabl menetapkan standar pelayanan
minimal BLUD UPTD Puskesmas dengan Peraturan Bupati.

[2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dinsulkan oleh pemimpimn BLUD.

(3) Btandar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memperimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan ht&-ﬂm aan layanan
serta kemudahan untuk mendapatksn layanan.

Pasal 56

(1} Standar pelavanan minimal haras memenuhi persyaratan:

a, fokus pada jenis pelayanan;

b. terukur;

¢, dapat dicapai;

d. relevan dan dapat diandallzan; dan
e. tepat waktu,

(2] Folnas pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a,
mengutamakan kegiatan pelavanan yang menunjang tersujudnya tugas
dan fungsl BLUD.

3] Terukur sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupaksn kegiatsn
vang pencapaiannyva dapat dinilal sesuai dengan standar yang telah
diterapkan.

(4] Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huraf e, merupakan
kegiatan nyata, dapat dihitung tingkal pencapaiannya, rasional, sesuad
kemampuan dan tingket pemanfaataniya.

(&) Relevan dan dapat disndalkan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] hurof
d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk
menunjang tugas dan fungs BLUD.

(6) Tepat waktu sebagsimana dimaksud pada aval (1) hurul e, merupakan
kesesuaian jadwal dan kegiatan peiayanan vang telah ditetapkan.

BABIX
TARIF LAYANAN

Pasal 37

(1) BLUD UPTD Puskesmas dapat memungut Biaya kepada masyaralkat
sebagal imbalan atas barang danfatau jasys lavanan vang diberikan.

(@) Imbalan atas barang dan/atau jasa layvanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif vang disusun atas dasar
perhitungan Biayva satuan per unit layanan atau hasil per investasi dans,

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pads avat (2), termasuk imbal hasil yang
wajar dar investasi dane dan untulk menutup scluruh atau sebagian dar
Biaya per unit layanat,

(4} Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada aval [2), dapat berupa besaran
tarif atau pola taril sesuai jenis layanan BLUD UPTD Puskesmas yang
bersangloatan.



i Panal 58

(1) Tarif lavanan BLUD UPTD Puskesmas diusulkan nleh pemimpin BLUD
UPTD Puskesmas kepada Bupatl melalui Kepala Dinas Kesehatan,

(2) Taril layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Peraturan Bupat dan disampaikan kepada pimpinan DERD.

{3] Penetapann  tarif  layanan  sebagaimeana dimaksud pada ayal (2},
mernpertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beh
masvarakeat, serta kompetisi yang sehart,

(4 Bupati dalam menetapkan besaran tarif gsebagaimana dimaksud pada avar
(3}, dapal membentuk tim.

(5] Pembentukan tim sebaguimana dimaksud pada ayat (4. diteraplan olsh
bupati yang kcanggotpannya dapat herasal dari:

g. permbing leknis;

b. pernhina kousangan;

£, umsur perguruan linggi; dan
d. lembapga profesi.

Pasal 59

(1) Peraturan Bupali mengenal taril layanan BLUD UPTD Puskesmas dapat
dilakukan perubahan sesuai kebuluhan dan perkembangan keadaan.

(2) Perubahan tanl sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dapar dilakukan
sccara Keseluruhan maupun per unit layanan.

(3] Proses perubahan  tarl sebagaimsna dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2}, berpedoman pada ketenluan Fasal 58.

BAB X
PENDAFATAN DAN BIAYA BLUD
Bagian Kesatu
Pendapalan

Pagal 60

Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dapat bersumber dart.
jasa lavanan,

kapitasi JEIV,

hibah;

APBL,

APEN; dan

lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.

oo o

; Pazsl 61
(1) Peridapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan
schapaimana dimaksud dalam Pasal 60 hurul &, bersumber dari ¢

a..Jaza layanan Umam; dan
b, Jasa layanan Non Kapitas: JKN;

(2] Pendupatan Puskesmas yang bersumber dan jasa layanan umum
sebagaimang Jimalsud pada ayat [1) huruf a berupa imbalan  vang
diperoleh dan  jesa laysnen yang diberikan kepada masyarakat umum
termasuk lavanan vang ditanggung oleh Pemerintah Daeral.



{3} Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari jsse lavanan Non Kapitasi
JEN sebagaimana dimaksud pada ayal (1} huraf b herupa imbalan yang
dipcroleh dari jasa layanan yang diberiken kepada peserta JEN diluar
dana kapitasi JKN;

() Pendapatan Puskesinas yeng bersumber dari Kapitasi JEN sebagaimana
dimaksud pada pasal 60 hurul b berupa imbalan  yang diperoleh  dari
BPRJS untuk jasa lavanan yang diberikan kepady peserta JEN,

Pasal /2

{1j Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas  yang bersumber  darl  hibah
sehagaimana dimaksud dalarn Pasal &0 huruf b, dapat berupa hibah
terikat dan hibah tdak terileat, =

(2] Hlibah terikat sebagsimana dimaksud pada ayat (1), adalah hibah yang
peruntukan dan/atau waltunys ditentukan pleh pemben hibah.

(3] Hibuh tidak terikat scbagaimana dimeksud pada ayat (1), ‘adalah hibah
vang peruntukannya tidak ditentizkan oleh pemberi hibah.

Pagal 63

(1] Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas vang bersumber dari APED
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 60 hurul d. berupa pendapatan vang
berusal dard otorisasi kredit angparan pemerinteh dacrah bukan dari
kegiatan pembiayaan APBD.

(2] Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagmimana dimaksud
dalem Pasal 60 buruf ¢, dapat berupa pendapatan yang berasal dan
pemerintah delam rangka pelaksanaan dekonscntrasi dan/atan tugas
pembantuan dan lain-lein,

Pasal 64

Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas vang sah sebapaimana
dimalksud dalam Pasal 60 hurul e, antara lain:

. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahikan;

hasil pemanfaatan kekayaan;

jame g,

pendapatan bungs;

keuntungan selisih nilai tukar rupieh terhadap mata wang asing;
lrornisi, potongan ataupun bentuk lain sebagal akibot dar penjualan
dan/atan pengadaan barang danfatau jasa olely BLUD,; dan

g has=il investas.

oD o

Pasal 53

(1) Selursh pendapatan BLUD schagaimana dimaksud dalam Pasal 60 kccuali
yang herasal dari hibah erikat, dapat dikelola langsung untuk membiayal
pengeluaran BLUD sesua RBA.

(2} Hibah terikat sebagwimana dimeksud pada ayat (1}, diperlakukan scsual
peruntulkannys.

(3] Seluruh pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud
dulam Pasal 60 dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPTL Puskesmas
dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli dactah pada
jenis lain-lain pendapatan ash dacrah yang sah dengan obvelk pendapatan
BLITL},

(4 Seluruh  pendapatan sehapalmana dimaksud pada ayat (3] dilaporkan
kepada Pejabal Pengelola Keuangan Daerak getiap bulan,



[} Forrpat laperan pendapaten sebagaimana dimaksd pada arvak (4,
tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 66

(1] belanja terdiri dari unsur bisva yang sesuai dengan strultur biaya vang
dituanglian dalam RBA definitif:

(2] biaya sebagaimana dimeksud pads avat (1) merupakan biava operasional
dan biava non operasional;

i3] biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup seluruh
biaya yang menjadi beban BLUD UPTY Puskesmas dalam rangka
menjalankan fugas dan ungsinya;

(4 hiava non operasicnal sebagaimana dimalesud pada avar {2} mencalup
seluruh biaya vang menjadi beban BLUD UPTT} Puskesmas dalam rangks
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya;

(S biaye BLUD LIPTD Puskesmas sebagmmana dimaksud pada avat (2]
dicantumkan pada APBD dalam satu program vaita program Upava
Kesehatan masyaralat;

(5] program Upaya Kesehatan mesvarakat sebagaimana dimaksud pada avat
3] lerdin atas kepiatan pelayanan dan pendukung pelavanan;

|7] program Upaya Kesehatan masvarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
{5) dialokastkan dalam kelompok helanja langsung dan tidak langsung;

(5] program Upaya Keschatan masyarakst sebagaimana dimaksud pada ayar
(2] dialokasi dalam jenis belanja;
a. belanja pegawai;
. belanja barang dan jasa, dan
¢, helania modal

(2] Belanja pegawal sehagaimana dimaksud pada ayar [B] hurd a, adalah
lkompensgagi baik dalam bentik tang maupun barsng vang diberikan
képada pegawal pemerintah, baik vang bertugas di dalam mavupun di luar
negeri sebagal imbalan atas pekerjaan vang elah dilaksanakan, kecuali
pekerjaan vang berkaitan dengan pembentukan modat,

[11Y Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada avat (8] humf b
adalah pembelian barang dan jasa vang habis palkai untuk memproedulksi
barang dan jasa vang dipasarkan maupun vang tidak dipasarkan,

{11} Belarga maodal schagaimana dimakeswd pada avat (8 huruf ¢ adalah adalah
gualu pengeluarsn yvang dilakukan untuk menambah aset tetap atau
investasi vang ada sehingga kan memberikan manfaainya ersendiri pada
periode TEreni.

{12} biava operasional sebagaimana dimnaksud pada ayvat (2} terdiri dari; biava
pelayanan dan biaya umum dan administrasi;

{13] biaya non aperagional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdin dar;
Diava bunigs, hayva adrministrass bank, biaya keruglan penjualan asset
tetap, biayva kerugian penurunan nilad, dan biaya non operasiconal lain-lain.

(14} biaya pelayanan sebageimana dimaksud pada ayval (6 mencakiep selurah
biaya operastonal  vang  herbubungan  langsung  dengan kegiatan
pelavanan, terdm dar, biayva pegawai, blaya bahan, biaya jaza pelayanan,
biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biayve pelayvanan lain-lain,



(15} biava umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada aval [6)
mencakup selurub biaya operasional yang tidak berhubungan langsung
dengan kegiatan pelayanan, terdiri dari; biava pegawai, biava administrasi
kantor, biayva pemeliharaan, blava barang dan jasa, biayva promosi dan
biava urmum dan administrasi lain-lain.

Pasal 67
(1) Beluruh pengeluaran Biaya BLUD UPTD Puskesmas wvang hersumber

schagaimana. dimaksud dalam Pasal 60 disampaikan kepada PPKD setiap
bulan,

(2) Beluruh pengeluaran Biaya BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakulkan dengan menerbitkan SPM-
Pengesahan yang dilampin dengan Suran. Pernvalaan Tanggungjawab
[SPTJ).

(3] Format HPTJ sebagaimena dimaksud pada ayat [2), tercantum dalam
Larnpiran peraturen ind

(4] Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avat (1),
tercantum dalam Lampiran peralilran i,

Fazal 63

(1} Pengeluaran Biaya BLUD UPTD Puskesmas diberikan fcksibilitas dengan
mempertimbangkan volume keglatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas pengeluaran Biava BLUD UPID Puskezmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, merupakan pengeluaran Diaya vang discsuaikan
dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas KBA
vang telah ditetapkan secara defiadf,

|3} Fleksibilitas pengeluaran Biaya BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku uniuk Biaya BLUD UPTD
Fuskegmasa vang berasal dari pendapatsn selain dari APBN/APBD dan
hilah terikat.

{4] Fleksibilitaz pemnpeluaran Biava BLUD UPTD Puskeamas sebagaimana
dimaksud pada avat [1], tidak berlaku untuk BLUD UPTD Puskesmas
bertahap.

(o] Dalam  hal tegadi kekuvrangan anggaran, BLUD UPTD  Puskesmas
mengajukan wusulan tamhahan anggaran dari APBD kepada PPED melalud
Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Dacrah.

Pasal 65

(1) Ambang hataa RBA scbagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2),
ditetapkan dengan besaran persentase,

[2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayar (1], ditentukadn
dengan mempertimbangkan fluktuasi kegialan operasional BLUD,

[3) Besaran persentage sebapaimana dimaksud pada avat [2), diterapkan
dalam RBA dam DPA-BLUD UPTD Puskesmas oleh Pejabat Pengelola
Keuanpan Daerah.

(4} Perseniase ambang batas tertentu sebagaimana dimakeud pada ayat (1),
merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicepai, terulur,
rasional dan dapat dipertanggungjawabkan,



- BAB Xl
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bapian Kesatu
Perencanaan

Fasal 7O

(1] BLUD UPTD Puskesmas menvusun Rengsira Bisnis BLUD.

(2] Renstra bismis BLUD UPTD Puskesmas schagaimana dimalksud pada avat
(1), mencakup pernyataan visi, misi, program  strategis, peoguloiean
pencapdian Kinerja, rencans pencdpaian hma tshunan dan proyeks:
ketangan lima tahunan BLUD. z _

[3] Visi schagaimana dimaksud pada ayval 2], memual suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan cifra ang
mgn diwujudkar,

{4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2], memuat sesuatu vang harus
diemban atau dilaksenekan sesuai visi vang ditetapkan, agar tujuan
organisas dapat terlaksana sesus dengan hidangnya dan berhasil dengan
batk.

(3] Program stralegis sehagaimana dimaksud pada aval [2), memual program
vang bensi proses kematan yang beronentasi pada hasil yang mgin dicapai
sarmpal dengan kunan waktu 1 {zatu] sampai dengan 5 {lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala vang ada atsu mungkin
tirmbul.

(6] Penpulnuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaeksud pada avar (2},
memuat pengukursn yang dilakukan denpan menggambarksn pencapaian
hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-fakior internal dan
ckaternal yang mempengaruhi lercapainya Kinerja.

|7] Rencana pencapaian lima tahunan sebagannans dimaksud pada ayat (2,
memual rencana capaian kinerja pelavanan tahunan selama 5 (lima) whuan,

{#) Proveksi keuangan lima tahunan scbagaimana dimaksud pada avat [2),
memual perkiraan capaian kinerja keunangan tabunan selama 3 [lima)
tahun.

"

Pazal 71

FEenstra bismas BLUD UPTD Puskesmas sebagsimans dimsaksud dalam Pasal
B9 ayat (1), dipergpunakan sebagal dasar penyusunan RBA dan evaluasi

kinerja.

Bagian Kedua
Pengangearan

Pasal 72

(1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada
renstra bisnis BLUD,

(2} Penvusunan RBA  scbhagsimana dimaksud pada avat (1], disusun
berdasarkan prinsip angoeran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi
Biava menurul jenis lavanan, kelnatuhan pendanaan dan Kemampuan
pendapatan yang diperkirakan akan diterima dan masvarakal, badan laan,
APBD, AFPBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD UPTD Puslkesmas
ldinnya.



Pagal 73

REA merupakan penjabaran  lebih lanjut dari program dan kegiatan
BLUD UPTD PUSKESMAS dengan berpedoman pada pengelolasn keusngan
BLUD,

Pasal 74

(1] EBA sehagammana dirtialesud dalam Pasal 12, menmual

kineria tahun berjalan;

asumsi makro dat mikro,

target kiner)a; :

analisiz dan perkiraan Biaya satuan;

perkiraan harga, '

anggaran pendapatan den Biaya;

hesaran persentase ambang batas,

prognosa laporan keuangan;

perkiraan maju {forward estimate);

rencans pengeluaran investasifmaodal; dan

ringkasan penddapatan  dan Biava untul konselidasi dengan REA-

OFD/APBLD.

(2] RBA sebagmimana. dimaksud pada avat (1), disertal dengan usulan program,
kegiatan, standar pelayanan minimal dan Biava dari keluaran yang skan
dihasilkean.

For R A e oF

Basal 73

(1) Kinerja tahun berjalan schagaimany dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)
huruf a, meliputi .

hasil keglatan wsaha;

faktor vang mempengarihi kinerja;

perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;

laporan keuanpan tahun berjaian; dan

hal-hal lain yang perla ditindallanjud schbunpan dengan pencapaian

kincra tabun herjalan.

(2) Asumsi makro dan mikro vebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)

huraf b, antara lain;

3. tingkat inflasi;

b, pertumbuhan ckonotd;
g, nilal kurs;

d.. tarif: dan

e, volume pelayanan,

{3) Target kinerjs schagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) horaf o,
antara lain: =
a, perkiraan pencapaian kinerja pelayanan, dan
b. perkiraan keuangan pada ta hun vang direncanakan.

(4) Analisis dan perkiraan Biaya sataan gsebagmmana dimmaksud dalam Pasal
74 ayat (1) hurufl d, merupakan perkiraan Biaya per unit penyedia barang
don/fatau jasa pelayanan yang diberikan, sctelah memperhitungkan
seluruh komponen Bisya dan volume barang dan/atau jasa yang akan
dihasillkkan.

(5} Perkiraan harga schbagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huraf e,
merupakan estimasi harga Jual produk bsrang dan/atau jasa selelah
memperhitungkan Biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan
sepert tercermin dari tarif layanan,

ranTe



(6} Anggaran pendapatan dan Biava sebagaimana dimaksud delam Pasal 74
avat (1} huruf §, merupakan rencana anggaran untuk selurubh keeatan
tahunan yang dinyatakan dalam sahian Uang vang tercermin dari rencana
pendapatan dan Biaya.

(7] Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimakeud dalsm Pasal 74
avat {1] hurul g, merupakan besaran persentase perabahan angearan
bersumber dari pendapatan  operasional yang diperkenankan dan
ditentulcan dengan memperimbanglan  fluktuasi kegiaten operasionsal
BLUD.

(Bl Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 74 ayat {1)
huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangsn tahun berjalan sepert
tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas,

(9] Perkiraan magu fforneard esiimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikuinya darl tehun vang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan vang telab disetyjui dan menjadi
fasar penyusunan anggaran tahun berilaiinya

(10) Rencsna pengeluaran investasifmodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
74 ayat (1) huruf j, merupaksan rencana pengeluaran dana uniuk
memperoleh asel iotap.

[11) Ringkasan pendapatan dan Biaya untuk konsolidasi dengan REKA-
OFD/APBD sebagaimang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1] bhuruf k,
merupakan ringkasan pendapatan dan Biava dalam RBA yang disesuaikan
dengan format EKA-OFD/APED.

Pasal 7o
(1) BLUD UPT} Puskesmas menyusun RBA dan RKA BLUD UPTD Puskesmas,
(4] REA sebagaimana dimalsud dalam ayat (1) disusun dan dikensclidasikan
denpan EKA-OPD,

[ EBA dan FKA schagmmana dimaksad dalam ayvat (1}, disampaikan kepada
PEED,

Pasal 77

REA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 avat [1]. oleh PPKD disampaikan
kepada TAPD untuk dilakukan penelashan,

Pasal T8

REA vang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77, disampaikan kepada PPED untuk dituangkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang AFPBD,

Pazal 79

(1) Setelah Hancangan Peraoiran Dacrah tentang APBD  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin
BLUD UPTD Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RRA untuk
ditetapkan menjadi RBA definitif.

(2} EBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar
penyusunan DPA-BLUD UPTD FPuskesmas untuk diajukan kepada Pejabat
FPengelola Keusngan Daesrah.



BAB X1l
PELAKEANAAN ANGGARAN

Baman Kesatu
OPA-BLUD

Pasal 80

(1) DPA-BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 avat
(2), mencakup antara lain:
a. pendapatan dan Biava,
b, proveksi anggaran; dan
¢ jurmnlah dan kualitas barang dan/ H.L.:J.Ll Jasa vang akan dihasilkan.

2} PPEDD mengesahkan DPA-BLUD UPTD  Puskesmas  sehagai  dasar
pelaksanaan anggaran.

i3 Pengesahan DPA-BLUD UPTD Puskesmas berpedoman pada peraturan
perundang-undangan,

(4} Dalaon hal DPA-BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayvat
(2], belum disahkan oleh PPKD, BLUD UPTD Puskesmas dapat melakuksn
pengeluarsn:  wang  sctinggl-tinpoinya  sebesar anglka DPA-BLUD UPTD
Puskesmas tahun sebelumnya.

Fasal 81

(1) DPA-BLUD UPTD Puskesmeas vang telah disahkan oleh PPED sebagaimand
dimaksud dalam Pasal 80 gvat [2), menjadi dasar penarikan dana vang
bersumber dari APBD.

(2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk
blava pegawal, biaya modal, barang dan/atan jasa, dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3} Penankan dana untuk biays barang danfatau jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2], sebesar selisih (mismateh) jumlah kas yang tersedia ditambah
dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran
vang diproyveksikan, dengsn memperhatikan anggaran kas yang telah
ditetapkan dalam DPA-BLUL.

FPasal 82

{1) DPA-BLUD UPTD Puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja vang
ditandatangani oleh bupati dengan pemimpin BLUD,

{2) Perjanpian lanerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
manifestasi hubunpgan kerja antara bupati dan pemimpin BLUD, vang
dituangkan dalam perjanjian kinerja (contrachuciperformance agreement),

(3] Dalam perjanjian kinerja sebagaimeana dimaksud pada ayat (1], bupat
menugaskan pemimpin BLUD UPTD Puskesmas untuk menyelengparakan
kegiatan pelayansn umum dan berhak mengelola dana sesual vang
tercantum dalam DPA-BLUD,

(4) Perjanjian kinera scbagmimana dimaksud pada ayac (1], antara lain
memuat kesanggapan untuk menimgkatlkan:
A, kinera pelayanan bagl masvarakat,
b, kinerja keuangan, dan
c. manfaat bapgl masyarakat.



. Bagian Kedusa
Pengelolaan Kas

Pasal #3

Transaksi penerimaan dan pengeluaran keas yang dunanya bersumber
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huraf &, huruf b, huruf ¢, Jdan haruf f,

dilaksanakan melalui rekening kas BLUD,
Pasal 84

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan:

perenicanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

prmungltan pendapatan ateu tagihan;

penvimpanan kas dan mengelola rekening banlk;

pembayaran:

perolchan sumber dana untuk menutup defisil jangka pendelk; dan

pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan

tambabian.

(2] Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas pada seliap harl disctorkan
seluruhnya ke rekening kas BLUD UPTD Puskesmas dan dilaporkan
kepada pejabat keuangan BLUD.

s s W ol

Bapian Keliga
Pengelolaan Piutang dan Utany

Pazal 825

(1) BLUD UPTD Puskesmas dapat memberikan piutang schubungan dengan
penverahan barang, jasa, dan/atan transakesl yang berhubungan langsung

matipun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

(2] Piutane dikelela sceara  tertib, efisien, ekonnomis, transparan, dan
bertanggung jawab serta dapal memberilkan nilai tambaby, sesum dengan
prinsip  bhisnis Yang sehat dan berdasarkan kelenluan  peraturan
perundang-undangan.

(3} BLUD UPTD Puskesmas mclakssnaken penagihan piutang pada saal
plutang jatuh tempo.

(4) Untuk melalsanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3}, BLUD UPTD Puskesmas menyiapkan bukti dan administrasi penagihan,
serta menyelesaikan tagihan atas plutang BLUD.

(5] Penagihan piulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, yang sulit ditagih
dapat dllimpahkan penagihannya kepada bupeti dengan dilampin bulel-
bukti valid dan san.

Pagal 86
(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak ateu bersyaral oleh pejabat yang
herwenang, yang nilainya ditetaplkan secara berjenjang.

(2] Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (L}
ditetapkan dengan peraturan bupati, dengan memperhalikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

(1) BLUD UPTD Puskesmas dapal melakukan pinjamen/utang schubungan
dengan kegiatan operasional danfatau perikatan pinjuman dengan pihak
lain. j



(2) Pinjaman/utang scbagaimana dimaksud pada avat (1), dapal berupa
pinjarman /utang jangka pendek atay pinjaman/utang jangka panjang.

{3) Pinjaman dikelola. dan diselcsaikan  secara tertib, cfisien, ckonommis,
tranaparan, dan bertanggung jawab.

{4) Pernanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka
peridek hanya untuk Biaya operasional termasuk keperluan menaiup
defisit kas.

(5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka
panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal,

(6] Pinjaman jangka panjang schagamans dimaksud pada ayat (2], terlebih
dahwln wajib mendapat persetujuan bupati.

Pa=zal 88

(1) Perikatan  pinjeaman  dilaloukan oleh  pejabat yung berwenang secara
berjenjang berdasar nilai pinjaman.

(2] Kewenangan perikatan pinjaman sebapaimuns dimaksud pada ayat (1],
diatur dengan peraturan bupall.

Pasal 85

(1) Pembavaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
A7 ayat (1), menjadi tanggung jawab BLULD,

(2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD UPTD Puskesmas menjadi kadaluwarsa
setelah 5 [lima) tahun sejak utang tersebut jatub tempo, kecuali ditetapkan
lain menirat undang-undang.

(3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1
Januari tahun berikutnya,

Pazal 90

{1) BLUD UPTD Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang yang
telah jatuh tempo.

(2] Pemimpin  BLUD UPTD Puskesmuas dapat melakuksn  pelampauan
pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai embang batas
vang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat
Investas:

Pasal 91

(1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan invesinsi sepanjang membier
manfaat bagl peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD,

{2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1], berupa investasi jangka
pendel dan investasi Jangka pamjang,

Pazal 92

(1] Investasi jangka pendek sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3],
merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk
dimilildl selama 12 (dua belas) bulan atau kurang,

(2) Investasi jongka pendek sebagaimana dimaksud pada ayal (1}, dapat
dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendel.




(3} Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
a. deposilo berjangka walktu 1 {satu] sampai dengan 12 {dua belas) bulan
dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis,;
b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
¢, pembelian sertifikat Bunk Indoncsig,
(4] Karakteristik investasi janghs, pendek schagaimana dimaksud pada ayat (1),
adatah:
a, dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
h. ditugjukan dalam rangka menagjemen kas, dan
o, berisileo rendah.

Pasal 43

(1) BLUD} UPTD Puskesmas tidak dapat melalkan investasi jangka panjang,
kecuali ates persetijuan bupat,

(2} Investasi jangka panjang sebagaimans dimaksud pada ayat {1), antara lain:
1, penyertaan modal;
b, pemmilikan obligasi untuk masa jangka panjang: dan
¢, investasi langsung sepertl pendinan perusahaan,

Pasal 94

Dalam hal BLUD UPTD Puskesmas mendicikan/membeli badan usaha yang
berbadan hukum, kepemilikan badan usaha lersebut ade pada pemmerintah
daerah,

Pasal 95

(1] Hasil investasi sebagaimana dimalesud dalam Pasal 91 ayat (1), merupalan
pendapalan BLUD.

(2] Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dipergunakan secara langsung untuk membiays pengelusran sesuai
RBA,

Bagian Kelima
Kenasama

Pasal 96

{1) Untuk meningkatkan kualitas dan kua ntitas pelayanan, BLUD UPTD
Puskesmas dapat melakukan ketjasama dengan pihak lain.

(2] Kegasama sebapdimans dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan
prinsip efisiensi, clektivitas, ckonomis dan saling menglntungkEn.

Pasal 97

(1) Kerjasama dengan pibak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayal

(1), antara kain:

a, kerjasama operasi;

b. sewa menyews; dan

¢, usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

{2) Kerjusama operasi scbagaimana dimaksud pada avat (1) burual a,
merupakan perikatan antara BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain,
melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional geécara brrsama
dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.



(3] Sewa menyewa scbagaimana dimalksud pada avat (1) horuf b, merupakean
penyerahan hak penggunasn/pemakaian barang BLUD UPTD Puskesmeas
kepada pihak lain atau sebaliknys dengan imbalan berapa uang sewa
bulanan atay @hunan uniuk jangka waktn tertenlu, baik schaligus
maupun secara berkala.

(4] Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas
sebaguimana dindaksud pada ayal (1) huruf ¢, merupakan kerjasama
dengan pihak lain yang menghasilkan pendapalan bagi BLUD UPTL
Puslkesmas dengan tidak menpgurangi kualitas pelayanan umum yang
menjadi kewajiban BLUT.

Fosol 98

(1) Hasil ketjesama sebageimana dimaksud dalam Pasal 96 merupakan
pendapatan BLLD.

(2} Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimarna dimalesud pada ayat {1,
dapat dipergunalkon secars langsung untuk memBidyai pengeluaran sesual
RBA.

Baman Keenam
. Pengadoan Barang dan/atau Juasa

Fazal 99

(1] Pengadaan barang dan/atau jusa pada BLUD UPTD Puskesmas
dilaksanakan berdasarkan ketentnan yang  berlaku  hagl  pengadaan
barang,jasa pemerintah,

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilalatkan berdasarlcan prinsip efisien,
cfeklif, transparan, bersaing, sdilftidak diskriminatif, aluntabel dan
praktck hsnis vang schat,

Pasal 100

(1} BLUD UPTD Puskesmas dengan status penuh dapatl diberikan lleksihilitas
borups pembebasan sebagian atau seluruhnya dari kcteniuan vang berlasu
umum bagi pengadasn barang dan/atan jass pemerintah sebagatmana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), apuabila terdapal alasan clekiivitas
dan fatau efisiensi.

(2] Fleksibilitas sebagmimana dimalosud pada ayat (1}, diberikan terhadap
penpgadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dar:

a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat, dan
c. luin-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.

Pasal 101

(1} Pengadean barang dangatau jasa schagaimana dimaksud dalam Pasal 99
avat {2), berdasarkan ketentusn pengadaan barang dan/atau jasa yang
ditetapkan dengan peraluran bupat,

(2] Ketentuan penpadaan barang danfatau jasa sebagaimana dimalksud pada
ayal {1), harus dapat mernjamin ketersediaan barang dan/atsn jasa yang
iehih bertutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat
serte mudah nfenvesuailean  dengen  kcbutuban  unluk mendukung
kelancaran pelavanan BLUD,



Pasal 102

Pengadaan barang dan/atau jasa vang danenya berasal dar hibsh tenkal
dapat dilakukan dengan mengilkuti kelentuan pengadaan dari pemberi hibah,
atau ketentuan pengadaan barenpg dan/atau jasa yang berlaku hag BLUD
UPTD Puskesmas scpanjang disetujul pemberi hibah.

Pa=sal 103

(1} Penpadaon barang dan/atau jasa schapaimana dimaksud dalam Pasal 99
avat {2, dilalkulean oleh pelaksana pengadaan.

(2} Pelaksana  pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1], dapat
berbentuk pejabat, panitia atau unit Jayanan pengadaan vang ditugaskan
secars khusus uniuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna
keperluan BLUL. 4

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayal (2), terdiri dari
persanil VANZ mernahsmi talacara pengadaan, substansi
pekerjaan/ kegiatan vang bersangkutan dan bidang lain yang diperhakan.

Paszal 104

Penunjulkan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa schagaimana
dimaksud dalam Posal 103 ayat {3), dilakukan dengan prinsip

a, obyelktifites, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas
moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan proscdur pengadaan

barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapal  sasaran
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/alau

jasa;

b independensi, dalam hal menghindari dan mencegah rtergadinya
pertentangan  kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanalkan
penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tdak langsung; dan

c. saling wji foross check), dalem hal berisaha memperolch mlormasi dan
sumhber vang berkompeten, dapal dipercaya, dan dapat
diperliangsungjawablean untuk mendapatkan kevakinan yang mermnadai
dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 105

Penpadaan barang dan/atau jasa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 101
ayal (1}, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatar dalam
Peraturan Bupali.

Bagian Ketujuh
Fengelolasn Barang

Pasal 106

(1] Barang inventaris milik BLUD UPTD Puskesmas dapat dihapus dan/atau
dialihkan kepada pihak lain atas dasar perbmbanpgan ckonomis dengan
cara dijual, ditukar dan/ataun dihibahkan,

(2] Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan harang
pakai habis, barang untuk diolah ateu dijual, barang lainnya yang tidak
meinenuhi persyaratan sebaga asel lelap,

(3) Hasil penjualan barang  inventaris sebagai akibat darl  pengalihan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.

(4} Hasil penjualan barang inventaris sebagaimsna dimaksud pada ayat (3),
ditnangkan secara memadai dalam laporan kenangan BLUL.



Pasal 107

(1] BLULD UPTD Puskesmas tidak boleh mengalihkan dan/atan menghapus
asct tetap, kecuali atas perselujuan pejabat yang berwenang.

{2} Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, merapakan aset berwajud
yahg mempunyai masa manfaat lebih dari 12 [dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Puskesmas atau dimanlaatkan oleh
masyarakat nmum,

(3] Kewenangan pengalihan dan/ateu penghapusan aset tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disclenpgarakan berdasarkan jenjang nilai dan
jenis harang sesuai denpan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4] Hasil pengalihan ssel  lelap sebapaimans dimaksud  pada avat  {3),
menipakan pendapatan BLUD UPTDPuskesmas dan diungkapkan secara
memada dalam laporan keuangan BLUD, ]

(3} Pengalihan dan/atan penghapusan asct tetap scbagaimana dimaksud pada
avat (3], dilaporkan kepada bupari melalul sekretaris daerah/kepala OPD.
(6] Penpeunaan aset letap unluk keplatan yvang tidale lerksol langsung dengan
tupas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas harus mendapat persetizjuan

bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 108

(1) Tanah dan banpunan BLUD UPTD Puskesmas diserfblatlkoan atas nama
pemerintah daerah yang bersanghkutan.

{2) Tanah dan bahgunan yvang tidek digunakan dalam rangka penvelengparaan
tugas dan fungs: BLUL, dapat dialhgunakan olch pemimpin BLUD UPFD
Puskesmas dengan Persetujuan Bupati,

Bagian Kedelapan
surplus dan Delisit Angparan

Fazal 104

(1] Surplus anggaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan selisih lebih antara
realisasi pendapatan dan realisasi Biava BLUD UPTD Puskesmas pada saha

tahiuln anggaran.

(2] Burplus anggaran BLUD UPTD Puskesmas schagaimana dimaksud ayat (1)
dapat dipunakan dalam tahun anggaran berikutnys dan merupakan bagian
dari siga lebih pembiayaan anggaran (Silpal pemerintah daerah,

(3] Jumlah sisa lebih pembiayasn anggzaran (SBilpa) sebagaimana dimalesud
pada avat [2) dilaporkan ke dinas kesehatan dengan tembusan PPRD,

Pasal 110

(1] Defisit angsaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan sclisih kurang antam
realisasi pendapatan dengan realisasi Biava BLUD UPTD Puskesmas pada
satu tahun anggaran.

(2) Defisit angegaran BLUD UFTD Puskesmas dapat digjukan usulan
pembiavaantya pada tahun enggaran beriliatnya kepada PPRD,



Bagian Kesembilan
Penvelesaian Kerugian

Pa=al 111

Kerugian pada BLUD UPTD Puskesmas yang disebablan oleh lindakan
melangear hukum alau kelalaian seseorang, disclesaiken sesual dengan
ketenluah peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian
daerah.

Bapian Kesepulith
’ Penatausahaan

Pasal-112

Penatausahaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas paling sedikil memuat:
a. pendapatan/Biaya;

. penerimaan/pengeluaran;

¢, ulang/piutang;

d. perscdiasn, asel tetap dan investasi; dan

e. ekuitas dana.

Pasal 113

(1} Penatausahean BLUD UPTD Puskesmas sebagaimans dimaksud delam
Pasal 112 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuvangan bisnis vang
sehat,

(2} Penatausahaasn BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1], dilakukan sccara tertib, efektif, cfisien, (ransparan, dan dapal
diperlangaungawabloan,

Pazal 114
(1) PFemimpin BLUD UPTD Puskesmas menetapkan kebijakan penatausahaan
keuatgan BLUD,

(2) Penietapan  kebijakan penateusshean scbagaimana  dimaksud  pada
avat (1), disampaikan kepada PPEL.

BAB XIII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN FERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Alcuntansi

Pasal 115

(1] BLUD UPTD Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen
keuangan sesual dengan kebutuhan praktek bisnis yang schat,

(2} Setiap transaksi keuangan BLUD UPTD Puskesmas dicatat dalam dokumen
pendukung vang dikelola secara tertib,

Pasal 116

(1) BLUD UPTD Puskesmas menyelenpearakan akuntansi dan  laporan
keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,

(2] Penvelenggaraan skuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam  pengakuan
pendapatan, Biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana,



{3) BLUD UPTD Puskesmas dapat mengembangkan dan menerapkan sistem
alountansi dengan berpedoman pada standar skuntansi vang berlaku untak
BLUD UPTD Puskesmas vang bersangkutan dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupali,

Pasal 117

(1) Dalam rangka penyvelengearaan akuntansi dan pelaporan  keuangan
berbagiz akrual sfbagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayvat (2), pemimpin
ELUD UPTD Puskesmas menvusun kebijakan akuntansi yang berpedoman
pada standsr akuntans sesus jenis lavanannya.

(2} Kebijakan akuntansi BLUD UPTD Puskesmas scbagaimana dimaksud pada
avat (1), digunakan sebagai dasar dal;p pengaluan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan asel, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan
dan Biaya.

Bagan Kedua
Pelaporan dan Pertangpungiawaban

Pasal 118

(1) Laporan keuangsn BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari;

4. laporan realisasi anggaran yang mengeambarkan posisi keuangan
mengenal pendapatan, biaya dan pembiayaan tiap bulan dan triwulan,

b, neraca vang menggambarksn posist keuangan mengenal aset,
kewsjiban, dan ekuitas dana;

c. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan Biaya
BLUD UPTD Puskesmas;

d. lapuran arus kas wang menyajikan informasi kas berkaitan dengan
altivitas operasional, inveslasi, dan aktivitas pendanasn dan/ataun
pembiayaan yang mengeambarkan saldo awsal, penerimaan, pengeluaran
dan saldo akhir kas; dan

& catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

(2y Laporan keuangan sebagaimana dimalesud pada ayat (1), disertal dengan
laparan kinerja yang berisikan inflormas: pencapaian hasil/ keluaran BLUD.

(3) Laporan keuangan sebapgaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh
pemeriksa elksternal sesuai dengan peraturan perundang-undanggsn,

Fasal 114

(1} Setiap bulan BLUD UPTD Puskesmas menyusun dan menyampailkan
laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepala
OPD, paling lambat 5 {lima) hari setelah periode pelaporan berakhir,

(2} Setiap semesteran dan tahunen BLUD UPTD Puskesmas wajib menyuisun
dan menvampaikan laporan keuangan lenglap vang terdin dari laporan
pperasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
disertai laporan kinerja kepada PPED melahu kepala OPD untuk
dikonsclidasikan ke dalam laporan keuangen OPD dan pemernmlah daerah,
paling lambat 2 {dua] bulan setelah periode pelaporan beralhir.

Pasal 120

Penvusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159 ayat
(2} dan Pasal 120 ayvat (2] untuk kepentingan konsolidasi, dilakuken
herdasarkan standar akuntansi pemerintahamn.



BAB XIV
FEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pazmal 121

Pembinaan teknis dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dilalukan oleh
kepala dinas keschalan,

Pasal 122

(1} Pengawasan operasional BLUTDY UPTD Puskesmas dilakukan oleh saluan
pehgawas internal.

(2} Satuan  Pengawas internal sebagapmana dimaksud pada ayal (1),
dilaksanakan cleh mternal auditor yang berkedudukan langsung di bawah
pemimpin BLUD.

Pazdl 123

Satuan Pengawas inlernal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 syat (2),
dapat dibentuk dengan mempertimbangkan.

a. kescimbangan anlara rnanfaat dan beban;

b, kompleksitas manajemen; dan

¢, volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 124

(1] Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayal (2], bersama-
sama jajaran mangjemen BLUD UPTD Puskesmas menciptakan dan
meningkatkan pengendalian internal BLUD,

(2] Fungsi pengendalian  internal BLUD UPTD  Puskesmas scbagamiana
dimaksud pada ayat (1), membantu mansjemen BLUD UPTD Puskesmas
dalam hal:

pengamanan harta kekavaan;

menciptakan alourasi sistem miormas keuangan;

menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan pralotels

bisnis yang sehat,

(3] Kriteria yang dapat diusullean menjadi internal auditor, antara lain:

a, mempunyai elika, integritas dan kapabilitas vang memadai;

b. memilili pendidikan dan/arau pengalaman teknis schagal pengelola
program danfatan keuangan,

c, mempunyal sikap independen dan obycktif terhadap obvek yang
diaudit.

it

Pasal 125

Pembinaan dan pengawassan lerhadap BLUD UPTD Puskesmas yang memiliki
nilai pmsel lahunan den nilad aset menurut neraca sebagaimana dimaksuad
dalem Paszal 43, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas
schagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 122, dilakulkan juga oleh
dewan pengawas alau Satuan Pengawas Internal (SPI).

BAB XV
EVALUTAZI DAN PENILAIAN KIKERJA

Pasal 126

{1} Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas dilakulkan sctiap
tahun oleh kepala dinas kesehatan terhadap aspek keuangan dan non
keunanpan.



(2] Evaluasi dan penilzsian kinema sebagaimana dimaksud pada wyal (1],
bertujusn untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD
UPTD Puskesmas schagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan EBA,

Pasal 127

Tvaluasi dan penilaian kinerja dan aspek keunangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 126 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingleat kemampuan

BLUD UPTD Puskesmas dalam:

a. memperolch hasil usaha atau hasil kerja dari lavanan yang dibenkan
frentabilitas);

b. memenuhi kewgjiban jangka pendeknya flikaditas);

¢, memenuhi seluruh kewajibannya solvabilitas);

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk memBiayal pengeluaran,

Fasal 128

Penilaian kinerja darl aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 avat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses
internal pelavanan, pembelajaran, dan pertumbuhan,

BAE XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 129

(1) FPEK-BLUD UPTD Puskesmas dapat juga diteraplkan pada:

a. gabungan beberapa Unit Kerja dalam salu OFD atau beherapa Unit kerja
pada heberapa OPD, yang memilild kesamaan dalam sifal dan jenis
layanan umum yang diberilan;

. Unit Kerja bara.

(2} Proses penggabunpan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada avat (L),
berpedoman padaketentuan peraturan perundang-undangarn,

Pasal 130

(1] UPTD Puskesmas baru, Biaya UFTD Puskesmas untuk sementara dibiayai
dari penerimaan BLUD UPTD Puskesmeas yang ditunjuk olch kepala dinas
kesehatan sampai dengan perubahan APED lahun berjalan.

(2} Pemerintah daerah dapat mengalokasilan angparan yvang bersumber dari
APED untuk membiayvar BLUD UPTD Puskesmeas sebagaimana dunalksud
pada ayat (1), apabila kegiatan BLUD UPTD Puskesmas mendesak untuk
segerd dilaksanakan.

(3) Kegiatan BLUD UPTD Puskesmas mendesak sebagaimana dimaksud pada
aval (2], mempunyai kriteria:

a. program dun keealan pelayanan dasar masyarakat vang anggaranmya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan meridesak lainnya vang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian vang lebih besar bagi pemenntah daerah dan masyvarakat,

(4} Biaya operasional BLUD UPTD Puskesmas schagaimana dimalesud pads
ayat (1), selelah perubahan APBED dapat diBiayai dari APBD tahun
anggaran berjalan.



BAB X1
KETENTUAN FERALIHAN
Paszal 131

Pada saat berlakunya peraturan im, BLUD UFTD Puskesmas vang lelah
ditetaplean wajib menyesuaikan dengan ketentuan persturan il paling lambat
Tahun Anggaran 2018,

BAB XW¥llI
EETENTUAN PIENUTLIP

Pasal 132

Peraturan Bupati int mulal berlalu pada tangzal 1 .Januar 2018,

Agar sellap urang menegctahoinys, memerniahkean pengundangsan Poraluran
Bupati iru dengsn penempatannya  dalam  Berita  Daeralh kebupaten
Temanggung.

Ditetapkan di Temangeang
pady tangeal F7 Desember 20107
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